BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI JEMBRANA,

bahwa tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Jembrana perlu
disesuaikan dengan kondisi dan harga pasar, sehingga perlu dilakukan Perubahan
Terhadap Peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian
Tunjangan Perumahan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012;

. bahwa tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Jembrana Tahun

2012 telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012,
masing — masing sebesar Rp. 8.100.000,00 (Delapan juta seratus ribu rupiah);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, dan huruf
b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan
Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun
Anggaran 2012.

. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah

Tingkat Il dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersh dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang — Undang.... .........
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Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagamana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Jembrana, (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun
2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Jembrana Nomor 14) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 2) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 16,  Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 16) ;

11. Peraturan Bupati.........
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11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 177).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI JEMBRANA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2012

Pasa |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Pemberian Tunjangan Perumahan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2012 diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagal berikut :

Pasal 1
Memberikan Tunjangan Perumahan setigp bulan kepada Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana masing — masing sebesar Rp.
8.100.000,00 (Delapan juta seratus ribu rupiah).

Pasal |1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2012.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini  dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
padatanggal 20 Pebruari 2012

BUPATI JEMBRANA,

ttd

| PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
padatanggal 20 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

ttd

GEDE GUNADNYA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 190



